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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan; 

1. Faktor Regulasi yang terdiri dari Peraturan Pemerintah Pusat secara normatif 

sangat bagus, namun dalam penyampaiannya ke daerah belum tepat waktu. 

Mengakibatkan keterlambatan penerbitan Peraturan Bupati yang berkaitan 

dengan sosialisasi peraturan pemerinah pusat, sehingga dalam implementasi 

program dan kegiatan menjadi terhambat. 

2. Faktor Pelaksanaan Anggaran  serta pertanggungjawaban sudah berjalan sesuai 

dengan prosedur. 

3. Faktor Kapasitas Sumber Daya Manusia dilihat dari pihak pengelola dan pihak 

penerima sudah mencerminkan kesanggupan dalam pengelolaannya. 

4. Faktor Penganggaran Daerah yang berkaitan dengan perencanaan, penyusunan 

serta penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dilakukan 

tepat waktu. 

5. Faktor Pengawasan yang terdiri dari monitoring dan evaluasi telah dilakukan 

sejalan dengan pengelolaan Dana Alokasi Khusus tersebut, Namun belum 

konsisten dalam pengevaluasian. 
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6.2 Saran 

1. Peraturan Pemerintah Pusat dalam penyalurannya ke daerah sebaiknya tepat 

waktu sehingga Pemerintah Daerah dapat mensosialisasikannya sebagai 

pedoman dalam mengimplementasikan program dan kegiatan. 

2. Pelaksanaan Anggaran serta pertanggungjawaban terus ditingkatkan berkaitan 

dengan waktu serta sesuai dengan prosedur dan sistem yang ada. 

3. Sumber Daya manusisa baik sebagai pengelola dan penerima perlu 

meningkatkan pemahaman terhadap penyaluran dan penggunaan Dana Alokasi 

Khusus sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi yang 

sering mengalami perubahan. 

4. Sebagai bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah, penganggaran daerah 

merupakan salah satu faktor kunci suksesnya pelaksanaan siklus-siklus lainnya. 

Oleh karena itu penganggaran daerah yang meliputi perencanaan anggaran 

yang di dalamnya termasuk perencanaan dan penetapan Perda APBD harus 

terus ditingkatkan baik dari sisi waktu penetapan maupun peraturan. 

5. Monitoring dan Evaluasi sebaiknya dilakukan berkala secara rutin sehingga 

terciptanya efektivitas dan akuntabilitas. 
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